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ABSTRAK

Indra M ul y awan 
02101001122
Ilmu Hukum / Studi Hukum Dan Bisnis 
Analisis Pelanggaran Klausula Baku Dalam Transportasi 
Darat Di Kota Palembang Yang Merugikan Bagi Konsumen

Trcisnportasi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain mutlak diperlukan 
manusia karena dalam segala kegiatan sehari-hari mobilitas manusia sangat 
diperlukan, sehingga untuk itu dibutuhkan berbagai alat transportasi yang dapat 
mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain, yang mana saat ini transportasi darat 
adalah yang paling banyak digunakan oleh dibandingkan dengan transportasi lain 
seperti udara atau juga laut, sehingga diperlukan berbagai aturan guna menjamin 
kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan transportasi tersebut, pelaku usaha 
sebagai penyedia jasa transportasi mempunyai wewenang untuk menetapkan 
klausula baku yang nantinya akan diterapkan dalam penggunaan jasa transportasi 
tersebut. sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dirumuskan ketentuan tentang klausula baku tersebut agar 
tidak merugikan konsumen. Pada kenya/aanya saat ini pada transportasi darat baik 
antar kota antar provinsi (A KA P) maupun antara kota dalam provinsi (AKDP), 
banyak ditemukan klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga penulis 
melakukan penelitian terhadap hal tersebut, dan diperoleh jawaban bahwa 
perlindungan hukum terhadap konsumen atas hal tersebut dapat diberikan oleh 
lembaga baik BPSK maupun YLKI dengan jalan penyelesaian sengketa 
litigasi serta apabila ternyata benar bahwa Klausula baku bertentangan dengan 
hukum maka dapat dimintakan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: Transportasi Darat. Klausula Baku.

Nama
NIM
Program Studi 
Judul Skripsi

secara non
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kebutuhan akan mobilisasi dalam berbagai urusan sangat mutlak adanya dan 

semakin hari akan semakin berkembang tingkat kebutuhan tersebut. Suatu 

masyarakat akan sangat membutuhkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat 

lainnya guna melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesehariannya, 

oleh karena itu transportasi dibutuhkan. Secara konsepsional yuridis transportasi 

adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang 

yang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, 

dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, 

sosial budaya, dan pertahanan keamanan.1

Hampir seluruh kehidupan manusia di dalam bermasyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari pengangkutan, dimana dibutuhkan saling berkunjung dan 

membutuhkan pertemuan, dampak sosial dari transportasi dirasakan pada 

pengingkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan memperbesar kuantitas 

keanekaragaman barang sehingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam 

perumahan, sandang, dan pangan serta rekreasi, dampak lain adalah terbukanya 

kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan dan bahasa.2

1
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Kenyataan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkatan dari kegiatan 

ekonomi dengan kebutuhan menyeluruh akan angkutan, dengan perkataan lain kalau

n

aktivitas ekonomi meningkat maka kebutuhan akan angkutan meningkat pula . 

Tingkat kemajuan masyarakat dapat dililihat dari seberapa besar dan tinggi tingkat 

mobilisasi masyarakat tersebut, semakin tinggi mobilitasnya maka akan di pandang 

semakin maju. Seiring dengan berjalannya waktu maka perkembangan teknologi 

berkaiatan dengan alat transportasi, semakin hari bentuk dan wujudnya akan 

semakin berkembang, ditemukannya alat transportasi seperti mobil, kereta api, 

pesawat udara, kapal laut, dan lain sebagainya berimplikasi dengan semakin 

tingginya tingkat mobilitas suatu masyarakat, sehingga dalam jarak dan waktupun 

bukanlah masalah lagi dengan munculnya berbagai alat transportasi tersebut.

Tidak ada lagi titik-titik tujuan di muka bumi yang tidak dapat dicapai oleh 

manusia, tidak ada lagi batasan dalam berat dan volume barang yang dapat diangkut. 

Manusia tidak perlu membuang waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam 

perjalanan untuk bepergian ke tempat yang dahulu dikatakan letaknya terlalu jauh 

dari tempat dia berdiam, pilihan jenis angkutan juga terbuka luas4.

Transfer menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pindah atau beralih 

tempat3, sehingga terminologi yang demikian dapat juga digunakan pada benda atau 

juga orang. Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari

yang

' Abbas Salim, Manajemen Transportasi. Raja Cirafindo Persada. 2006. hlm. 3. 
M.N Nasution. Op.Cit, hlm. 1.

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 959.
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tempat ke tempat lain6. Untuk itulah diperlukan perusahaan-peiusahaan yang

sendiri adalah badan

suatu

bergerak di bidang pengangkutan, perusahaan angkutan 

hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaiaan 

bermotor umum7. Saat ini jumlah dan jenis alat transportasi sangatlah beragam,

umum

dari berbagai jenis tersebut salah satu yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat pada umumnya adalah alat transportasi darat berupa mobil, jenis dan 

jumlah kendaraan transportasi bernama mobil tersebut beragam pula jenis dan 

bentuknya sesuai dengan peruntukan penciptaan mobil yang bersangkutan.

Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat 

pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan 

sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang dapat mendorong
n o

lajunya pertumbuhan ekonomi (Rate of Growth) , namun tidak semua orang

namun

mempunyai dana untuk membeli alat-alat transportasi tersebut sehingga alat-alat 

transportasi umum sangat diperlukan keberadaannya, mulai dari bus. kereta api, 

kendaraan air seperti kapal, sampai transportasi udara seperti pesawat juga semakin 

hari semakin meningkat penggunanaannya.

Penyediaan jasa-jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada 

kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh. Tiap jenis 

transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan aspek teknis yang berlainan. yang

Abbas Salim, Op.Cit, hlm. 2.
7 Pasal I angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
8Abbas Salim, Op.Cit. hlm. 11.
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akan mempengaruhi jasa-jasa angkutan yang ditawarkan oleh pengangkutan . 

Tranportasi darat sejak dulu sampai saat ini adalah jenis transportasi >ang paling 

banyak digunakan oleh masyarakat, dimana akhir-akhir ini di Indonesia pada 

serta dikota Palembang pada khususnya terdapat suatu alat transportasi 

yang tingkat perkembangannya jauh lebih meningkat di banding transportasi lainnya 

baik dari segi peminat atau penggunannya maupun dari segi armada serta jumlah 

agen atau perusahaan yang mulai membuka usaha di bidang tersebut semakin hari 

semakin meningkat.

Sistem transportasi darat meliputi atas alat angkut (vehicles). yaitu bus, truk, 

trailer, taksi, oplet dan bemo10. Dimana transportasi bus merupakan jenis transportasi 

yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini dalam melakukan kegiatan 

perjalanan, alasan masyarakat untuk memilih alat transportasi ini antara lain karena 

biaya yang dikenakan relatif lebih murah, disamping dari fasilitas kenyamanan yang 

disediakan lebih baik dibanding kendaraan lain.

Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi tersebut harus lebih jeli melihat 

dan mengetahui apa saja yang menjadi hak-haknya serta apa juga yang menjadi 

kewajibannya. Saat ini masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat pengguna jasa 

tranportasi di kota Palembang, masih tidak peduli atas hak-hak yang telah diberikan 

dan di atur sedemikian rupa oleh Negara, tidak terkecuali untuk masalah

umumnya

pengguna

jasa transportasi tersebut. Melihat pengertian yuridis akan pengguna jasa tersebut

9lbid, hlm. 18.
10 M.N Nasution. Op.Cit. hlm. 104.
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dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009), Dimana Pengguna Jasa adalah 

perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan 

Umum11, sedangkan penumpang di definiskan sebagai orang yang berada di 

kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan^.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penumpang atau pengguna jasa 

tranportasi khususnya transportasi angkutan darat, saat ini masih banyak yang tidak 

peduli terhadap hak-hak yang telah di berikan oleh negara, sehingga sebagaimana 

esensi dari suatu hak apabila ia tidak digunakan maka gugurlah hak-hak tersebut. 

Berbagai aturan telah dibuat oleh negara untuk mengakomodir hak-hak dan 

kewajiban pengguna jasa transportasi umum tersebut salah satunya terlihat dalam 

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan

perlindungan konsumen, konsumen serta pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999,

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

11 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

'"Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96). ~
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untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Transportasi umum angkutan darat, laut, maupun udara, (khususnya angkutan 

darat) sebelum melakukan perjalanan dengan armada transportasi, calon penumpang 

terlebih dahulu harus membeli suatu tiket sebagai syarat agar dapat dilakukannnya 

transaksi jual beli jasa tersebut, tiket inilah sebagai bukti bahwa penumpang 

bersangkutan menggunakan jasa perusahaan angkutan umum serta sebagai salah satu 

dokumen perjalanan, dan juga sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan/fasilitas 

angkutan umum tersebut sekaligus sebagai bukti lunasnya pembayaran atas perikatan 

yang baru saja dilakukan/sebagai bukti pembayaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sendiri, sistem 

pengaturan hukum perikatannya adalah bersistem terbuka (Operi System). Artinya 

bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur 

maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang13, dengan demikian para pihak 

sangat leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban 

yang diatur dalam bagian khusus buku III, tetapi pada 

dibolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku III itu.

umum umumnya juga

" Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BIV). Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm.
155-156.
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Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam buku III B. W. itu hanya 

disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. 

Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam buku III, pada umumnya hanya 

merupakan “hukum pelengkap” (Aanvullend Recht), bukan hukum keras atau hukum 

yang memaksa14. Dengan kata lain KUHPerdata ini bersifat umum, dan dapat 

dikesampingkan. Suatu adagium “Lex specialis derogale legi generalis yang artinya 

Undang-Undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang 

yuridis jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan Undang-Undang 

yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan Undang-Undang yang bersifat 

khusus, maka diutamakan yang khusus itu13.

Asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian atau perikatan dalam hal 

pembelian tiket jasa transportasi ini cukup banyak, seperti asas konsensualisme, asas 

konsensualisme adalah bahwa perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau 

kehendak mengenai isi atau pokok perjanjian16. Asas ini menekankan pada kata 

sepakat atau kehendak yang dicapai oleh para pihak, kesepakatan sendiri harus terjadi 

tampa adanya suatu sebab yang dilarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang 

atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum17 

maka akibat hukum yang terjadi batal demi hukum.

umum, secara

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 127-128. 
p'P'n Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 148. 
Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm. 21.
‘ Bab II, bagian 2, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 

1847 Nomor 23). Tahun
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Asas kebebasan Berkontrak (Frcedon of Contract) juga menjadi landasan bagi 

akan melakukan suatu perjanjian atau perikatan, Kebebasanpara pihak yang

berkontrak sendiri itu diatur pada Bab II bagian 3 KlJHPerdata Pasal 1338 ayat 1

menyebutkan bahwa: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang- 

Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya . Akan 

kebebasan berkontrak sendiri harus terjadi tampa adanya sebab-sebab yang 

dilarang sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata, serta 

dilakukan dengan berlandaskan asas itikad baik.

Perlindungan konsumen sendiri memiliki asas-asas khas mereka sendiri 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 sebagai berikut: 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan, dan 

keselamatan konsumen, serta kepastian hukum19. Kelima asas yang disebutkan dalam

yang

tetapi asas

Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas 

■>oyaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

keselamatan konsumen.

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, Dan

3. Asas kepastian hukum.

'* Ibid' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor ^3) 
9Pasal 2..................Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
‘( Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.Raja Grafindo Persada 

Jakarta, 2010,hlm. 26.
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Pada tiket inilah yang mana biasanya dituliskan pada bagian belakang tiket

klausula baku,dimana klausula baku sendiritersebut perihal aturan-aturan atau 

adalahadalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

dalam sualu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 

konsumen, yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan angkutan umum" , 

pada kanyataanya sangat banyak klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku 

usaha yang dalam hal ini adalah perusahaan angkutan umum, yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tepatnya pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 :

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

namun

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau
jual beli jasa;

f.
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek

„ U 'Px?al 1 angka 10 UndanS-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
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menyalakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

g-
aturan 
yang
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara

h.

angsuran.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau peijanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

2)

3)

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 
dengan undangundang ini.

4)

Aturan pada Pasal 18 tersebut secara jelas terlihat adanya larangan-larangan

yang dibuat oleh negara untuk membatasi pelaku usaha yang dalam hal ini adalah

perusahaan angkutan umum, agar tidak membuat suatu aturan yang bertentangan 

dengan kepentingan umum yang dalam hal ini adalah masyarakat pengguna jasa 

transportasi. Pada kenyataan d i lapangan sangat banyak klausula baku yang sangat 

merugikan konsumen serta bertentangan dengan pasal ini22. Lalu mengapa sampai 

saat ini sangat banyak perusahaan angkutan umum khususnya di kota Palembang

Berita pada hukumonline.com pada tanggal 25 oktober 2002 dengan judul “ 90 Persen 
Klausula Baku Rugikan Konsumen", hal tersebut dikemukakan oleh Kasubdit Pelayanan dan 
Pengaduan Direktorat Perlindungan Konsumen Deperindag, Aman Sinaga kepada fn/kumonline di 
sela-sela sebuah diskusi di Jakarta (24/10). diakses dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6735/90-persen-klausula-baku-rugikan-konsumen pada
tanggal 31 maret 2014 pukul 10:04 (pewarta: Ari/Apr).

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6735/90-persen-klausula-baku-rugikan-konsumen
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yang membuat aturan atau klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UU No.

8 Tahun 1999 tersebut.

Mengapa juga pemerintah dan aparat penegak hukum terkait lainnya seolah 

mendiamkan dan tidak menindak tegas hal-hal tersebut.dari sisi masyarakat selaku

konsumen yang dirugikan dan merupakan korban langsung, kenapa tidak pernah

membahas ataupun melaporkan masalah tersebut padahal aturan yuridisnya secara

tegas telah dirumuskan dan telah ada sejak lama. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan

dan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam

sualu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Pelanggaran 

Klausula Baku dalam Transportasi Darat di Kota Palembang yang 

Merugikan Bagi Konsumen”
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A. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka ditarik 

beberapa identifikasi permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha di 

kota Palembang yang dalam menawarkan jasa transportasi darat 

mengabaikan ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

2. Apakah yang menyebabkan pelaku usaha di kota Palembang mengabaikan 

ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang perlindungan konsumen terhadap 

kerugian yang disebabkan pengabaian ketentuan pencantuman klausula baku 

pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen.

2. Untuk memperoleh pemahaman penyebab pelaku usaha di Palembang 

mengabaikan ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 Undang- 

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
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C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas pengetahuan dibidang 

hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai hukum perlindungan 

konsumen. Sekaligus sebagai bahan referensi dalam kebijakan formulasi dan 

pembahauan hukum dibidang perlindungan konsumen.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sumber pengetahuan sekaligus bahan rujukan 

bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi, akademisi dan masyarakat. 

Khusus bagi masyarakat agar lebih memahami hak-haknya yang berkaitan 

dengan perlindungan konsumen terutama yang berkaiatan dengan 

penggunaan jasa irasportasi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Guna mendapatkan konsep dasar yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan 

judul skripsi ini. maka penulis memfokuskan pembahasan pada pelaku usaha 

transportasi darat antar kota dalam provinsi yang berada di kota Palembang. Serta 

kapada konsumen selaku pengguna jasa transportasi darat tersebut.

E. Metode Penelitian

Di dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai 

jenis/macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita

memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis/macam penelitian dipandang penting 

karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode 

analisis data

serta

yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu

f
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dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi, baik data yang dikumpulkan

23maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan .

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris . 

Berikut penjelasan dari kedua tipe penelitian hukum ini.

Penelitian hukum normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi 

dokumen. Disebut doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 

Selanjutnya penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris istilah lain yang 

digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan 

penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer23.

1. Tipe Penelitian

Dalam metode hukum penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metode penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan yang bertitik tolak 

dari data primer/data dasar yang didapat langsung dari masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika, Jakarta. 2008 hlm 7 
fbid, hlm. 13. ’ * '

25lbid, hlm. 13-16.
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dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan 

(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner .

Penelitian hukum empiris mencakup :

a. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat 

direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum 

yang sedang berlaku.

27b. penelitian terhadap identifikasi hukum .

Merujuk pada pengertian diatas maka penelitian dalam skripsi

penulis ini terkategorikan penelitian terhadap efektifitas hukum, karena

penelitian terhadap efektifitas hukum merukapan penelitian yang
*J o

membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat" .

Dikolerasikan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini

yaitu bagaimana implementasi perlindungan konsumen yang digariskan 

dalam Undang-Undang atau hukum yang bersangkutan sehingga tepat jika 

digunakan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan skripsi ini pada perusahaan penyedia jasa

transportasi di wilayah kota Palembang khususnya padaPO. DARRY

WISATA, PO. BMW TRAVEL, PO. ALERYA TRAVEL, CV. BINTANG

2<>Ibid, hlm. 16.
21ibid
■>g — •

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31
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LESTARI TRAVEL. KAMRATA JAYA WISATA. Lokasi ini dipilih 

karena berdasarkan pantauan dan observasi penulis masih sangat banyak 

pelanggaran pencantuman klausula baku pada transportasi darat khususnya 

di antar kota dalam provinsi.29

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian 

hukum empiris, adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber 

data primer, maka jenis data penelitian ini meliputi:

a. Data Primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun 

laporan daiam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh 

peneliti30.

b. Data sekunder digunakan sebagai referansi tambahan yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagaimana penelitian hukum empiris yakni dengan teknik wawancara, 

observasi dan kuesioner namun karena jumlah populasi sangat luas, maka 

populasi penelitian tidak akan diteliti semua, dan hanya dilakukan

29
Berdasarkan hasil pemantauan awal penulis pada perusahaan penyedia jasa transportasi di

kota Palembang.
Soerjono Soekanto,l986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.51-52.
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penelitian terhadap sampel. Penentuan sampel merupakan suatu proses 

dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi31. 

Penjabaran dari pengumpulan data penelitian:

a. Wawancara dengan responden yang terdiri dari:

1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota

Palembang.

2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

3) Perusahaan Umum DAMRI kantor cabang Palembang.

b. Observasi di lapangan, yakni:

1) PO. DARRY WISATA.

2) PO. BHW TRAVEL.

3) PO. ALERYA TRAVEL.

4) CV. BINTANG LESTARI TRAVEL.

5) KAMRATA JAYA WISATA.

5. Sampel

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan purposive 

sampling. Cara ini merupakan sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini 

penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat

Ronny l lanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan .Jurimetri, Ghalia Indonesia 
Jakarta, 1982, hIm. 9. ‘ ’
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mewakili populasi.32 Sampel di dalam penelitian ini mengambil lima belas 

responden yang berkedudukan di kecamatan Ilir limur I, Ilir lumur II, dan 

Seberang Ulu I. dimana masing-masing kecamatan diambil 5 responden 

dengan cara kuesioner yang di berikan kepada konsumen pengguna jasa 

transportasi.

6. Analisis Data Penelitian

Semua data yang berhasil diperoleh, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis 

kualitas dari data yang diperoleh, baik data primr maupun data sekunder. 

Selain itu analisis data kualitatif mengambarkan kenyataan-kenyataan yang 

ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikansecara sistematik 

untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.33

7. Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode penarikan 

kesimpulan secara induktif. Metode penarikan kesimpulan secara induktif 

adalah suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta- 

fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang 

bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.34

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga). Jakarta, Rineka Cipta 
2001. hlm. 91. ' * K
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